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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupatcn Dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rep blik 
Indonsesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagairnana te]ah di 
df.ngm, UririHng-Vndm1g Nornor 7 Tahun 1965 c :m: 
Pcm bentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
daerah Tingkat II Tanjungan Jabung (Lembaran .... ·eg~-a 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahaa 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. TJndrmg-l)nd\.~_n.g N0m9r .54 Tahun 1999 tentens Pembentukan 
K::i.bu.paLen Sarolo ngun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

. .Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3903) tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 
tentang Pembcntukan Kabupaten Saru1angun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 -Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik 
Indonesia omor 3969); 

3. Undang-Undang [omor i 7 T~li 2003 tentang Keuangan 
,;-c'Sa,..a Lembaran _ 'egara ~epub · :'1donesia fahun 2003 
~:vmo, t,, Ta-nbahan , gara :-1cpublik Indonesia 
. ·o-o- .!.206: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BUNGO, 

a, bah-vva untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 c tetang Perubahan -Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran 
Pendapat:an dan Bclanja Daerah Kabupatcn Bungo Tahun 
Anggaran 2016, pcrlu menetapkan Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 
2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, pcrlu menet.apkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupatcn Bungo Tahun Anggaran 2016; 

Menirnbang : 

PERATURANBUPATIBUNGO 

NOMOR J..L[ TAHVN 201«; 
TENT ANG 

PEN.Ji\Sl>i.~_AN ATA~ P~RlJBAiiAN ANGGARAN PENDAPATAN :PAN BELANJA 
OAeRA.H Y..A8UPA'l'.EN BUNG·O TA.HUN ANGGARAN 2016 

BUPATIBUNGO 
PROVINSI JAMBI 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor .i11 Tambahan Lernbaran . egara Republik 
· ... do iesia . [omor 4090): 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10, tJnd~ng-Uno9,ng Nornor 6 T~h1Jn 2014 tenw.ng Desa 
[Lenrbara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundans-undansan (1~mb~r9,n N~9,f9, Repu.b!ik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8?., Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Rapublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I}; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pcngelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

- 2 - 



2:. Peraturan Menteri Dalam Negeri NQmQr 52 T~h1Jn 2015 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah 
diubah bcberapa kali terakhir dsngan Psraturan Mcnteri 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua 
Atas peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tcntang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 
lndonesia Tahun 2016 Nomor 768); 

e- • Peraturan Menter] D~Jgm N~g~ri N9m9r 13 T~h1Jn 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
te ah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalarn " egcri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

: ..... Peraruran Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian 
\.1 craran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

·v:6 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun --2016 
. ·omor 153); 

Peraruran Presider; Nomor 54-Tfil!lJn 2010 t~nwng Pengadaan 
Barang .Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
~a·i terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 
~"1UL.'"1g Perubahan Kecmpat Atas Peraturan Presiden Nomor 
5- Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubai an Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
• uang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

an Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ta t: ....... n 2015 Nornor 88, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

idcnesia . 'omor 5694); 

Pernerintah Nomor 58 Tah un 20_ O_ 5_ t tan ten g 
aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

--::: ne ia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
_ e? _._ · - ndonesia Nomor 4578); 

· - r 56 Taaun 2 5 tentang Sistem 
== · --e - gan Daerah Lernbaran . ·egara Republik 

2005 • ·omor 138, Tambahan Lernbaran 
b ik Indonesia i ·omor 4576); 



~-==~;a.~ 5 

-::- Bupati ini yang dimaksud dengan : 
-=~-- ..... =.::.~a.'--: Kabupaten Bungo. 
~....-4- .. --ra;-: Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

-=:..,,..--=!'""- :-::-c:..ia Pemerintahan Daerah. 
-~_.._-~- --- ah Bupati Bungo. 

endapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
- - - - ~a.:-an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang 

- - -- ian diserujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan 
-~~-~---·- Peraturan Daerah. 

a:: B pati adalah Peraturan Bupati B1Jng9 yc311g dibuat 9leh B1Jp~Ji 
-..a........._ rangxa melaksanakan Peraturan Daerah dan/ atau peraturan lainnya 

c - ringgi bcrdasarkan peraturan perundang-undangan. 

- --=.:: ·e::a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
~ . .c......:..;;;;_c..c.., daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

- -~/Pe~gguna Barang, 

~ · ad- ah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 
- ssanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 

z:-::- acialah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi 
_ G.~U lebih kegiatan dengan mcnggunakan sumber daya yang disediakan 
-- - -"'-caiJai hasil yang terukur denaan m.isi SKPD. 

• - t, 

Pasal 1 

- P MTURAN BVP~TI 'fENTANG PENJABARAN PERVBAIIA~ 
~ GGA...~ PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KAJJUPATEN BUNGO TA.liUN ANGG.A«AN 2016 

MEMUTUSKAN: 

~ ~. Peraruran Daerah ~ 9ffi9f ... Tahun 2016 t~nt:?41g Perucahan 
.-:as Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
xnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo 
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Dasrah Kabupatsn Bungo 
Tahun 2016 Nomor .. ); 

:-. Peraruran Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 
.-..:as Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 
_o 6 omor 2); 

- Pera urar; Daerah . ·or::.or :2 :'ab'...:: 2 7 tenzang Pokok-pokok 
:J . • ·- • • enge.o.aan n..euangan Daeran baran Daerah Tahun 2007 
•• ::10- 2 : 



?aS.C.: ~ .•........... 6 

_ :·sa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan {SILPA) Rp.0,00 

. 3e:-::an1bah/Berkurang 
:: ...... · ah Pengeluaran Setelah 

?e;-.ioahan 

- - 1 __ e::1u;a 

__ Bertarnbab./ (Berkurang) 

::_ ··-:-lah Pembiayaan Setelah 

Peru bah an 

Rp. 0,00 
Rp. 15.086.622.244,69 

Rp. 15.086.622.244,69 

Rp. 53. 707.462.348,88 

Rp. (1. 702.581.633,64) 

Rp. 52.004,880.719,~4 

_:- erimaan 

Rp. 36.918.258.470,55 Defisit) setelah Perubahan 

(Berkurang] 
· - - - 3elanja Setelah Perubahan 

Rp. l.270.288.541.571,62 

RP, (9(>,07~,24~,982,41) 
Rp. l.174.216.29.7.589,21 

. - ;;- ?e::dapatan Setelah Perubahan Rp. l.211.134.556.059,76 
Berkurang) 

Rp. l.323.996.003.920,50 
Rp. (112.861.447.860,74) 

?e- .... oahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
· - terdiri dari : 

Pasal 3 

-~c:r _o:6 meliputi masa 1 (~~W) tahun mulai dari tanggal 1 
-- __ - ---- ai dengan 31 Desember 2016. 

. '-G..::-:::=-- Sc-S.a...-a....'1. terukur pada 
:ii: "":----=:: -..-2: ~ca ,..;:;;. '1_ pengerahan sumber 

perso:- - s-.....:::~:ie:- daya - anusia), barang modal 
dana atau ~ombinasi dari beberapa atau 
.. ersebu sebagai masukan (input) untuk 
dalam bentuk barang/jasa. 

Pasal 2 



~~-r. DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR JJ.t, 

H. RIDW.I\N IS 

:..c.::gl,ran di M uara Bungo 
- tanggal \l- Oktober 2016 

• 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal 11 0 kto ber 2016 

:.;..,,,..-,,.,..--;:.: Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
ap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

...;.;;.._ ...... ar, se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian 
_ - - · · terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Perubahan APSD sebagaimana dim?,K~\JQ Q?,}?,m Pasal 4 tercantum 
___ -_ ~?.ran II dari Peraturan Bupati Ini. --- 

Pasal 5 

=---~=~ Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dalam Lampiran I dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 


